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ABSTRAK 

 

Adi Putra Hasibuan, (2025): Upah Makelar Dengan Persentase Menurut Imam  

Al-Nawawi Dan Imam Al-Buhuti studi Komparatif 

Penelitian ini membahas hukum pemberian upah kepada makelar 

berdasarkan persentase dari nilai transaksi dalam perspektif dua tokoh besar fiqh, 

yakni Imam Al-Nawawi dari mazhab Syafi‘i dan Imam Al-Buhuti dari mazhab 

Hanbali. Sistem upah persentase kini banyak digunakan dalam praktik ekonomi 

modern, namun dalam fikih muamalah masih terdapat perbedaan pendapat terkait 

keabsahannya.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kepustakaan (library research) dan analisis komparatif terhadap kitab Al-Majmu‘ 

karya Al-Nawawi dan Kashshaf al-Qina‘ karya Al-Buhuti. Pembahasan dan 

analisis menggunakan metode deskriptif (penjelasan) dan komperatif 

(perbandingan). 

Hasilnya menunjukkan bahwa Imam Al-Nawawi cenderung membatasi 

kebolehan upah persentase karena potensi gharar jika tidak dijelaskan secara rinci 

di awal akad. Sementara itu, Imam Al-Buhuti memperbolehkannya asalkan 

terdapat kerelaan dan kejelasan dalam akad. Studi ini menegaskan pentingnya 

kejelasan, kesepakatan, dan kesesuaian dengan ‗urf dalam menentukan keabsahan 

upah makelar secara syar‘i di era modern. 

Kata Kunci: Upah Makelar, Persentase, Fikih Muamala. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam transaksi jual beli, peran perantara atau makelar merupakan 

fenomena yang tidak dapat dihindari. Keberadaan makelar sering kali menjadi 

jembatan antara penjual dan pembeli dalam memfasilitasi kesepakatan harga 

dan transaksi. Dalam konteks ekonomi modern, peran makelar semakin 

berkembang dengan adanya digitalisasi dan sistem marketplace yang 

melibatkan pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Peran 

makelar ini sering dianggap mempermudah transaksi, terutama dalam kondisi 

di mana penjual dan pembeli tidak memiliki akses langsung satu sama lain
1
. 

Sejarah mencatat bahwa praktik makelar ini telah ada sejak zaman 

dahulu dan menjadi bagian dari mekanisme perdagangan di berbagai 

peradaban, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, 

aktivitas perantara dalam perdagangan dikenal dengan istilah simsarah, di 

mana seorang makelar berperan dalam membantu transaksi antara dua pihak
2
. 

Bahkan, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa peran makelar 

diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan dan dilakukan dengan 

kejujuran
3

. Imam an-Nawawi dalam Al-Majmu' juga menjelaskan bahwa 

                                                           
1
 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Mu„amalat al-Maliyah, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Taufiq, 2005), 

hlm. 98.  
2
 Ibn Taimiyah, Majmu„ al-Fatawa, Jilid 28 (Madinah: Maktabah al-Rushd, 2001), hlm. 

79.  
3
 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Madinah: Maktabah al-Rushd, 2001) hlm. 437. 
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profesi sebagai perantara jual beli merupakan pekerjaan yang sah dalam Islam 

selama memenuhi syarat akad yang benar
4
. 

Namun dalam praktiknya, mekanisme pemberian upah kepada makelar, 

terutama dalam bentuk persentase dari nilai transaksi, menjadi perdebatan 

dalam kajian fikih Islam. Beberapa ulama memandang bahwa sistem ini dapat 

menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan), karena besarnya komisi yang 

diterima makelar tidak selalu ditentukan secara pasti di awal akad. Hal ini 

dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, terutama jika makelar 

mendapatkan komisi yang besar tanpa usaha yang sebanding
5
. Selain itu, 

terdapat juga kekhawatiran bahwa sistem pembayaran berbasis persentase 

dapat mengarah kepada riba jika tidak memenuhi ketentuan yang sesuai 

dengan syariat Islam
6
. 

Di sisi lain, keberadaan makelar juga memiliki manfaat yang signifikan 

dalam mempercepat dan memperlancar transaksi. Dalam banyak kasus, 

makelar bertindak sebagai mediator yang membantu kedua belah pihak 

mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Dalam dunia bisnis modern, 

makelar tidak hanya berperan dalam jual beli barang, tetapi juga dalam sektor 

lain seperti properti, kendaraan, dan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan 

                                                           
4
 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 

337. 
5
 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 

hlm. 285.   
6
 Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-

Mughni, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 1994), hlm. 412.  
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bahwa fungsi makelar semakin luas dan kompleks dalam ekosistem ekonomi 

kontemporer
7
. 

Beberapa ulama berpendapat bahwa selama terdapat kesepakatan yang 

jelas antara pihak-pihak yang terlibat dan tidak ada unsur penipuan, maka upah 

berbasis persentase dapat dibolehkan
8
. Oleh karena itu, permasalahan ini 

menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut guna memahami bagaimana Islam 

memandang status hukum upah makelar dalam sistem ekonomi modern. 

Perkembangan teknologi juga menambah dimensi baru dalam makelar, seperti 

munculnya platform digital yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi 

online. Dengan demikian, kajian mengenai hukum upah makelar tidak hanya 

relevan dalam konteks tradisional tetapi juga dalam realitas ekonomi digital 

saat ini. 

Mazhab Syafi'i dan Hanbali, sebagai dua mazhab fikih yang memiliki 

pengaruh besar dalam dunia Islam, memberikan pandangan yang berbeda 

terkait hukum upah makelar dalam bentuk persentase. Dalam kitab-kitab fikih 

klasik, pembahasan mengenai makelar sering kali dikaitkan dengan akad 

simsarah (perantara) dalam jual beli. Pandangan mazhab Syafi'i dalam hai ini 

Imam Al-Nawawi mengatakan :  

ٌْتَ  إرَا قبَلَ  شْتشَِي: اشْتشََ ًُ قبَلَ نهِْ َٔ ب نهِْجبَئعِِ: ثعِْتَ ثكَِزَا؟ فقَبَلَ: َعََىْ،  ًَ ٍَُُْٓ عِّطُ ثَ َٕ تَ ًُ غَبسُ انْ ًْ انغِّ

ٍغَخِ  –ثكَِزَا؟ فقَبَلَ: َعََىْ  جُٕدِ انصِّ ُٕ َْعِقبَدُ، نِ ِِ: الا ٍْشِ غَ َٔ افعًِِ  ُْذَ انشَّ ب عِ ًَ ُٓ ، أصََذُّ ٌِ جْٓبَ َٕ فَ

انتَّشَاضًِ. نًِّ َٔ َٕ تَ ًُ ِّ قطََعَ انْ ثِ َٔ ُْعَقذُِ نعَِذَوِ انتَّخَبطتُِ،  انثَّبًَِ: لَا ٌَ َٔ." 
                                                           

7
 Al-Kasani, Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1997), hlm. 215.  
8
 Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma„rifat Ma„ani Alfaz al-

Minhaj, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 72. 
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"Apabila makelar (simsar) yang menjadi perantara antarapenjual 

dan pembeli berkata kepada penjual: 'Apakah engkau menjual 

(barang ini) dengan harga sekian?' lalu penjual menjawab: 'Ya.' 

Kemudian makelar berkata kepada pembeli: 'Apakah engkau 

membeli (barang ini) dengan harga sekian?' lalu pembeli 

menjawab: 'Ya.' — maka terdapat dua pendapat:  

Pendapat pertama, yang lebih sahih menurut al-Rafi‗i dan ulama 

lainnya: akad jual beli dianggap sah, karena terdapat sighat (lafal 

ijab-qabul) dan kerelaan dari kedua belah pihak. 

Pendapat kedua: akad tidak sah, karena tidak terjadi komunikasi 

langsung (takhāṭub) antara penjual dan pembeli. Pendapat inilah 

yang ditegaskan oleh al-Mutawalli."
9
 

 

Sedangkan dalam mazhab Hanbali seperti Imam Al-Buhuti yang 

terdapat dalam kitab Kashshāf al-Qina„ „an Matn al-Iqna‟ mengatakan :  

ٌجَُُصُ أنَْ ٌغَْتأَجِْشَ عِمْغَبسًا؛ نٍِشَْتشَِيَ نًَُ  ُ مَىْ ثٍِبَثبً (أي: نهمُغْتأَجِْشِ ) ََ فعََخٌ مُجبَحَخٌ ، لِِوًََّ

ٍْئبً مَعْهُُمًب؛ صَحَّ  .كَبنْجىِبَءِ  ٌَمٍ شَ مَبنِ، فجََعَمَ نًَُ مِهْ كُمِّ أنَْفِ دِسْ  فئَنِْ عٍََّهَ انْعَمَمَ دَُنَ انضَّ

َْ  .انعَمْذُ  بَةُ مَعْهُُمَخً، أَ كَبوتَِ انثٍِّ ََ ٌَمٌ،  ثبً فهَكََ دِسْ ُْ ٌْتَ ثَ إنِْ لبَلَ: كُهَّمَب اشْتشََ سَحً ثثِمََهٍ؛ ََ مُمذََّ

ٍَبنَخِ  جَبصَ، إلََِّّ فلَََ؛ نهِْجَ ََ. 

―Dan diperbolehkan menyewa seorang makelar (simsār) untuk 

membelikan pakaian baginya (yakni: bagi pihak yang menyewa), 

karena hal itu merupakan manfaat yang dibolehkan seperti halnya 

membangun. Jika pekerjaan (yang diminta) ditentukan tanpa 

menyebutkan jangka waktu, dan upahnya ditetapkan misalnya: dari 

setiap seribu dirham ia mendapat sejumlah tertentu yang diketahui 

(jelas nominalnya), maka akad tersebut sah. 

Dan jika dikatakan (oleh pihak penyewa): ‗Setiap kali engkau 

membeli satu pakaian, maka engkau mendapat satu dirham,‘ dan 

pakaian-pakaian tersebut telah diketahui atau ditentukan harganya, 

maka itu diperbolehkan. Tetapi jika tidak (jelas), maka tidak 

diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan (جٍبنخ).‖
10

 

 

Selain itu, konsep upah berdasarkan persentase dalam fikih Islam juga 

terkait dengan mekanisme ijarah (sewa jasa), di mana seseorang dibayar atas 

                                                           
9
 Ibid,. 

10
 Manṣur ibn Yunus al-Buhuti, Kashshāf al-Qina„ „an Matn al-Iqna„, Juz 3 (Beirut: Al-

Mazra‘ah bayah Al-Iman, 1983), hlm. 11  
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jasanya berdasarkan kesepakatan yang sah
11

. Namun, beberapa ulama 

berpendapat bahwa upah berbasis persentase dapat menimbulkan 

ketidakpastian (gharar) jika tidak ditentukan secara spesifik dalam akad 

awal
12

. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam akad muamalah, di 

mana setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap hak dan 

kewajiban masing-masing. Jika sistem persentase tidak didefinisikan dengan 

baik, maka bisa berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. 

Di era ekonomi modern, sistem komisi berbasis persentase telah 

menjadi praktik umum dalam berbagai sektor, termasuk properti, perbankan, 

dan jasa keuangan. Model bisnis ini sering kali dianggap lebih fleksibel dan 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam perspektif fikih Islam, 

penting untuk meninjau apakah sistem ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip 

akad yang sahih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

status hukum upah makelar dengan persentase menurut Imam Al-Nawawi dan 

Al-Buhuti dengan pendekatan komparatif, sehingga dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat dan praktisi hukum Islam 

dalam menghadapi fenomena ini. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada 

bagaimana kedua imam tersebut memandang legalitas upah makelar dengan 

persentase, landasan argumentasi yang digunakan, serta relevansinya dalam 

praktik jual beli kontemporer. Sebagaiamana tema berikut: UPAH 

                                                           
11

 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 194. 
12

 Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Jilid 3 (Kairo: Dar al-

Hadith, 2004), hlm. 108. 
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MAKELAR DENGAN PERSENTASE MENURUT IMAM AL-NAWAWI 

DAN DAN AL-BUHUTI (STUDI KOMPERATIF). 

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik sekaligus solusi aplikatif dalam memahami dan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan ekonomi modern. 

B. Batasan Masalah  

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang ditetapkan untuk 

memfokuskan kajian agar lebih terarah dan mendalam. Batasan tersebut 

adalah :  

1. Penelitian ini hanya membahas status hukum upah makelar dengan 

persentase menurut perspektif Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti. 

2. Kajian ini difokuskan pada pembahasan yang terdapat dalam kitab Majmu‟ 

Sarh Al-Muhazzab  karya Imam Al-Nawawi dan kitab Kasysyaf Al-Qina‟i 

An Matni Al-Iqna‟ karya Imam Al-buhuti, serta referensi-referensi 

pendukung lainnya yang relevan. 

3. Pembahasan mengenai praktik makelar dalam penelitian ini akan 

difokuskan pada akad jual beli dalam konteks fikih Islam, tanpa membahas 

aspek hukum positif atau regulasi negara tertentu. 

4. Penelitian ini tidak membahas praktik makelar dalam konteks selain jual beli, 

seperti makelar tenaga kerja, perantara politik, atau jasa lainnya yang tidak 

berkaitan dengan perdagangan barang. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep dan hukum makelar dalam akad jual beli menurut 

Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti? 
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2. Bagaimana relevansi pandangan Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti 

dalam praktik jual beli modern yang banyak menggunakan sistem 

komisi berbasis persentase? 

D. Tujuan Penelitan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis konsep dan hukum makelar dalam akad menurut 

perspektif Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti. 

2. Mencari relevansi pandangan Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti dalam 

praktik jual beli modern yang banyak menggunakan sistem komisi 

berbasis persentase. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang fikih muamalah, 

khususnya terkait hukum upah makelar dengan persentase menurut 

relevansi pandangan Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti dalam praktik 

jual beli modern yang banyak menggunakan sistem komisi berbasis 

persentase. 

b. Menyajikan kajian akademik yang dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam dan ekonomi Islam 

c. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep 

simsarah (makelar) dalam Islam serta perbedaan pandangan di antara 

dua Imam. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Memberikan panduan bagi para pelaku bisnis dan masyarakat umum 

mengenai hukum Islam dalam sistem makelar berbasis persentase. 

b. Menyediakan wawasan bagi praktisi hukum Islam dalam memahami 

kebolehan dan batasan terkait praktik makelar dalam jual beli 

c. Menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang regulasi 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dalam transaksi ekonomi 

modern. 

d. Membantu para mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam memahami 

serta mengembangkan kajian fikih muamalah terkait makelar dan 

sistem komisi dalam jual beli. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Makelar Perspektif Islam 

Dalam literatur fikih Islam, praktik makelar dikenal dengan istilah 

simsarah, yang berarti perantara dalam transaksi jual beli. Seorang makelar 

berperan sebagai pihak yang menjembatani antara penjual dan pembeli untuk 

mencapai kesepakatan dalam transaksi. Praktik ini telah dikenal sejak zaman 

Rasulullah SAW dan memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam Islam. 

1. Definisi Simsarah dalam Literatur Islam 

Para ulama fikih mendefinisikan simsarah sebagai aktivitas 

perantara yang membantu transaksi antara dua pihak, baik dalam bentuk 

barang maupun jasa. Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir 

menjelaskan bahwa seorang simsar berperan dalam menyampaikan 

informasi tentang barang yang dijual serta membantu negosiasi antara 

penjual dan pembeli: 

 ًِ إتِْمَبمِ ََ ٍٍِمِ انعَمْذِ  انمُشْتشَِي نتِغَْ ََ ٍْهَ انجبَئعِِ  عَّظُ ثَ َُ َُ انَّزِي ٌتََ ٌُ مْغَبسُ   انغِّ

"Simsār adalah seseorang yang menjadi perantara antara penjual 

dan pembeli untuk memudahkan dan menyelesaikan akad."
13

 

 

Dalam kitab Al-Mausu‟ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, disebutkan 

bahwa profesi makelar (simsār) memiliki legitimasi dalam syariat Islam 

selama dilakukan dengan kejujuran dan tidak mengandung unsur 

penipuan: 

 

                                                           
13

 Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Juz 5, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 244.  
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انخِذَاعَ  ََ لََّ تشَْمَمُ انغِشَّ  ََ مْغَبسَحُ جَبئضَِحٌ فًِ انشَّشْعِ إرَِا كَبوتَْ ثشُِشَُطٍ مَشْشَُعَخٍ،   انغِّ

"Simsarah diperbolehkan dalam syariat jika memenuhi syarat yang 

sah, serta tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan."
14

 

 

2. Dalil Hadis tentang Simsarah 

Rasulullah SAW juga telah memberikan panduan terkait dengan 

profesi perantara dalam perdagangan. Dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: 

غَشُ ثعَْضُكُمْ عَهىَ عِمْغَشَحِ ثعَْطٍ  لََّ ٌجَعِْ ثعَْضُكُمْ عَهىَ لََّ ٌتَغََمَّ ََ ٍْعِ ثعَْطٍ،   ثَ

―Janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan orang lain, 

dan janganlah sebagian dari kalian menjadi makelar atas permakelaran 

orang lain.‖
15

 

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, makelar memiliki 

batasan yang harus diperhatikan, terutama dalam konteks persaingan yang 

tidak sehat dan pengambilan keuntungan yang merugikan pihak lain. 

3. Pandangan Mazhab tentang Simsarah 

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang 

beragam terkait profesi makelar dalam Islam. Berikut adalah ringkasan 

pendapat dari beberapa mazhab: 

a. Mazhab Hanafi 

Mazhab Hanafi memperbolehkan profesi makelar selama tidak 

mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan riba. 

Abu Yusuf, salah satu murid. 

b. Imam Abu Hanifah  

                                                           
14

 Izarah al-Awqaf wa ash-Shu‘un al-Islamiyyah bi al-Kuwayt, Al-Mausu‟ah Al-

Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz 15, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),  hlm. 129.  
15

 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 2009) hlm. 188.  
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Imam Abu Hanifah,menyatakan bahwa seorang makelar boleh 

mendapatkan upah dari pekerjaannya selama tidak ada kezaliman di 

dalamnya. 

c. Mazhab Maliki 

Ulama Maliki seperti Imam Ibn Rusyd dalam Bidayat al-

Mujtahid menyebutkan bahwa makelar diperbolehkan selama 

peranannya tidak mengarah kepada monopoli atau eksploitasi. Mereka 

juga menekankan bahwa upah makelar harus disepakati sejak awal agar 

tidak ada unsur gharar. 

d. Mazhab Syafi‘i 

Mazhab Syafi‘i juga membolehkan profesi makelar dengan 

syarat harus dilakukan secara transparan. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, 

disebutkan: 

أمََبوخٍَ، فلَََ ثأَطَْ ثزَِنكَِ  ََ انمُشْتشَِي ثصِِذْقٍ  ََ ٍْهَ انجبَئعِِ  مْغَبسُ ٌجُهَِّغُ مَب ثَ  إرَا كَبنَ انغِّ

"Jika seorang simsār menyampaikan informasi antara penjual 

dan pembeli dengan jujur dan amanah, maka tidak mengapa (hukumnya 

boleh)."
16

 

e. Mazhab Hanbali 

Dalam mazhab Hanbali, konsep makelar juga diperbolehkan. 

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan: 

ًِ غِش   مْغَبسِ إرَِا نمَْ ٌكَُهْ فٍِ لََّ ثأَطَْ ثبِنغِّ لََّ تذَْنٍِظٌ  ََ ََ 

"Tidak mengapa dengan simsarah jika tidak terdapat unsur 

penipuan dan tadlis di dalamnya."
17

 

                                                           
16

 Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, 

Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),  hlm. 110.  



12 
 

 
 

4. Prinsip-prinsip Islam dalam Makelar  

Berdasarkan dalil dan pandangan para ulama, ada beberapa prinsip 

utama yang harus diperhatikan dalam Makelar menurut Islam: 

a. Kejujuran dan Transparansi 

Makelar harus bertindak dengan jujur dalam menyampaikan 

informasi terkait barang atau jasa yang dijual, tanpa menambah atau 

mengurangi informasi yang sebenarnya. 

b. Tidak Mengandung Unsur Riba dan Gharar 

Jika sistem upah makelar berdasarkan persentase, maka harus 

ada kejelasan dalam akad dan tidak boleh ada unsur ketidakjelasan 

dalam jumlah upah yang diterima. 

c. Tidak Menimbulkan Kerugian atau Kezaliman 

Praktik permakelaran tidak boleh menyebabkan salah satu 

pihak mengalami kerugian atau eksploitasi yang tidak adil. 

B. Upah Berbasis Persentase dalam Fikih Muamalah 

1. Definisi dan Landasan Teoretis Upah dalam Islam 

Dalam fikih muamalah, upah atau imbalan yang diberikan atas 

suatu jasa dikenal dengan istilah ujrah (الأجشح). Upah ini diberikan sebagai 

bentuk kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh 

seseorang untuk pihak lain. Secara umum, sistem upah dalam Islam diatur 

berdasarkan konsep akad ijarah (الإجبسح), yakni akad sewa menyewa 

tenaga atau jasa. Imam al-Kasani dalam Bada‟i as-Shana‟i menjelaskan 

                                                                                                                                                               
17

 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Juz 4, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1997),  hlm. 181.  
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bahwa akad ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan 

dalam Islam karena memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang 

berakad
18

 

Konsep upah dalam Islam harus memenuhi beberapa prinsip dasar, 

di antaranya: 

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (taradhi / ًانتشاض) 

sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa ayat 29: 

ٍْىكَُمْ ثبِنْجبَطِمِ إلََِّّ أنَْ تكَُُنَ تجَِبسَحً عَهْ  انكَُمْ ثَ َُ ٍَب انَّزٌِهَ آمَىُُا لََّ تأَكُْهُُا أمَْ ٌبَ أٌَُّ

  تشََاضٍ مِىْكُمْ 

―Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu.‖
19

 

b. Upah harus jelas dan disepakati di awal akad untuk menghindari 

gharar (ketidakjelasan). Sebagaimana disebutkan dalam sebuah 

hadis: 

 مَهْ اعْتأَجَْشَ أجٍَِشًا فهٍَْعُْهمًُِْ أجَْشَيُ 

―Barang siapa yang menyewa seorang pekerja, maka 

hendaklah ia memberitahukan upahnya.‖ (HR. Abu Dawud No. 

3592)
20

. 

c. Tidak mengandung unsur riba, gharar, atau eksploitasi yang dapat 

merugikan salah satu pihak
21

. 

                                                           
18

 Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani, Bada‟i as-Shana‟i, (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1997), hlm. 252. 
19

 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ( Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2019 ), hlm. 

83. 
20

 Sulaiman bin al-Ash‗ath al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, jilid 3 (Riyadh: Maktabah al-

Ma‗arif, 2009), hal. 294. 
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2. Upah Berbasis Persentase dalam Perspektif Fikih 

Sistem upah berbasis persentase adalah mekanisme pemberian 

imbalan kepada pekerja atau perantara berdasarkan persentase dari nilai 

transaksi yang terjadi. Dalam konteks makelar, misalnya, seorang makelar 

dapat menerima upah sebesar 5-10% dari harga barang atau jasa yang 

berhasil dijual. 

Dalam fikih Islam, sistem ini masuk dalam kategori ujrah bi al-

i'tibar (الأجشح ثبلإعتجبس), yakni upah yang ditentukan berdasarkan hasil atau 

keuntungan. Namun, ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait 

kebolehannya. 

a. Pandangan Mazhab Syafi‘i 

Madzhab Syafi'i tidak membolehkan upah berdasarkan 

persentase 

Dalil dan Argumentasi  

Hadis Larangan Gharar : 

اُِ يُغْهىِ   َٔ ٍْعِ انْغَشَسِ سَ ٍْ ثَ عَهَّىَ عَ َٔ  ِّ ٍْ  ََٓىَ سَعُٕلُ اللهِ صَهَّى اللهُ عَهَ

Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar 

(ketidakjelasan atau spekulasi)
22

 

 

Karena upah berbasis persentase belum pasti nilainya saat 

akad, maka termasuk gharar yang terlarang. Qiyas Kepada Jual Beli 

karena ijarah itu seperti jual beli, dan dalam jual beli syaratnya: 

 ٍِ ًَ ثْ ًُ انْ َٔ  ٍِ ًَ ِّ يَعْشِفخَُ انثَّ ٍْعٍ ٌشُْتشََطُ فٍِ  كُمُّ ثَ

                                                                                                                                                               
21

 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 

749.  
22

  Muslim bin al-Ḥajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, jil. 3 (Beirut: Dār Iḥyā‘ al-Turāth al-‗Arabī, tt.), 

hlm. 1153 
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Setiap akad jual beli disyaratkan di dalamnya mengetahui 

harga (tsaman) dan barang yang diperjualbelikan (mutsman)
23

 maka 

ijarah juga wajib upahnya diketahui, bukan tergantung hasil tidak 

pasti. Namun jika upahnya jelas dapat diperkirakan di awal akad dan 

tidak mengandung ketidakjelasan (gharar). Dalam Tuhfatul Muhtaj, 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan: 

هْعَخِ، فلَََ ثأَطَْ ثزَِنكَِ إرَِا كَبنَ رَنِكَ  إرَِا جَعَمَ نًَُ أجُْشَحً ثحَِغَتِ مَب ٌجٍَِعًُُ مِهَ انغِّ ََ

ًِ فًِ انْعُشْفِ  َْ مَأرَُْوبً ثِ  مَعْهُُمًب أَ

"Jika seseorang menetapkan upah bagi perantara berdasarkan 

jumlah barang yang berhasil dijual, maka hal itu tidak mengapa, 

asalkan jumlahnya jelas atau telah ditentukan berdasarkan kebiasaan 

(„urf).‖
24

  

 

Kaedah yang sering di pakai oleh Fiqhiyah syafiiyah adalah 

sebagaimana berikut :  

خِ  ٌخََ إنِىَ انىِّضَاعِ ٌشُْتشََطُ فًِ صِحَّ ٍَبنخََ انْمُؤَدِّ جَبسَحِ مَعْشِفخَُ الِْجُْشَحِ عِهْمًب ٌضٌُِمُ انْجَ  الِْْ

―Disyaratkan dalam sahnya akad ijarah (sewa-menyewa) 

adalah mengetahui besarnya upah dengan pengetahuan yang 

menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menyebabkan 

perselisihan.‖
25

 

 

b. Pandangan Mazhab Hanbali dan Sebagian Malikiyah:  

Membolehkan upah berdasarkan persentase 

Dalil dan Argumentasi 

Nabi SAW bersabda:  

وَ دَلََلًا  ْٔ دَشَّ ِٓىْ، إلِاَّ شَشْطبً أدََمَّ دَشَايًب أَ ٌَ عَهىَ شُشُٔطِ ٕ ًُ غْهِ ًُ ُٔ  انْ اُِ أثَُٕ دَا َٔ  دسَ

                                                           
23

 Op, Cit, hlm. 219 
24

 Ibnu Hajar al-Haitami,....... hlm. 287. 
25

  Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-Majmū„ Syarḥ al-Muhadzdzab, jil. 9 (Beirut: Dār al-

Fikr, 2000), hlm. 219. 
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―Kaum Muslimin itu tergantung pada syarat-syarat yang 

mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau 

mengharamkan yang halal‖. 

Penjelasan: 

Jika antara makelar dan pemilik barang ridha menggunakan 

sistem persentase, maka akadnya sah. 

Kaedah fiqhiyyah: 

 انْعُقُٕدُ يَجُْبَْبَ عَهىَ انتَّشَاضًِ

―Akad-akad dibangun atas dasar kerelaan para pihak‖.
26

 

Kaidah fiqh: 

خ   ًَ  انْعَبدَحُ يُذَكَّ

―Kebiasaan yang berlaku itu dapat menjadi hukum‖.
27

 

Penjelasan: 

Karena dalam masyarakat modern pembayaran makelar 

dengan persentase sudah menjadi 'urf sahih (kebiasaan yang diakui 

syariat), maka diperbolehkan. 

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang lebih longgar 

dalam membolehkan upah berbasis persentase. Imam Ibnu Qudamah 

dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa seseorang boleh menerima 

bagian tertentu dari transaksi sebagai upah, selama hal tersebut telah 

disepakati di awal⁷ . Dalam Kitab al-Irsyad ila Sabil al-Rasyad, 

disebutkan: 

                                                           
26

 Jalāl al-Din al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Naẓaʾir, (Beirut: Dār al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 

1990), hlm. 87.  
27

 Ibid,.  
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مْغَبسِ فٍِمَب ٌجَْتبَعًُُ مِهَ انْمَتبَعِ مِهْ كُمِّ أَ  ٍْئبً لََّ ثأَطَْ أنَْ ٌجَْعَمَ نهِغِّ ٌَمٍ شَ نْفِ دِسْ

 مَعْهُُمًب

"Tidak mengapa bagi seseorang untuk memberikan bagian 

tertentu kepada makelar dari setiap seribu dirham yang ia 

perjualbelikan."
28

 

 

c. Pandangan Ulama Kontemporer 

Ulama kontemporer seperti Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam 

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juga menegaskan kebolehan sistem 

upah berbasis persentase, selama tidak ada unsur penipuan atau 

eksploitasi
29

. 

C. Relevansi Konsep Upah Makelar dengan Praktik Ekonomi Modern 

1. Pengertian Upah Makelar dalam Konteks Ekonomi Modern 

Dalam praktik ekonomi modern, konsep makelar sering kali 

beririsan dengan berbagai bentuk perantara atau broker dalam berbagai 

bidang industri, seperti real estate, perdagangan, logistik, keuangan, dan 

e-commerce. Dalam Islam, praktik makelar dikenal sebagai simsarah 

غَبسَحُ ) ًْ  yaitu peran seseorang yang mempertemukan antara penjual dan ,(انغِّ

pembeli dengan imbalan tertentu
30

. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuhu, peran simsarah dalam ekonomi modern dapat disamakan 

                                                           
28

 Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Hasyimi, Kitab Al-Irsyad Ila Sabili Al-

Rasyad,....... hlm. 133 
29

 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 

749.  
30

 Ibid, 
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dengan pekerjaan makelar, agen properti, broker saham, atau perantara 

lainnya yang mendapat imbalan atas jasanya
31

. 

Dalam ekonomi modern, sistem pembayaran untuk para perantara 

atau makelar ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya 

adalah sistem komisi berbasis persentase dari nilai transaksi yang terjadi. 

Praktik ini sudah lazim dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari 

penjualan properti hingga pemasaran digital berbasis afiliasi. 

2. Bentuk-Bentuk Upah Makelar dalam Ekonomi Modern 

a. Broker Properti dan Real Estate 

Dalam industri properti, agen real estate bertindak sebagai 

perantara antara pemilik properti dan pembeli atau penyewa. 

Biasanya, agen ini memperoleh komisi berdasarkan persentase dari 

harga jual atau harga sewa properti tersebut. Sistem ini secara konsep 

sangat mirip dengan simsarah yang dijelaskan dalam fikih Islam
32

 

ٌعُْطَى عَهىَ رَنكَِ أجُْشَحً  ََ ٍِمْ  لََّلُ انَّزِي ٌشُْشِذُ انىَّبطَ إنِىَ مَجٍِعِ َُ انذَّ ٌُ مْغَبسُ  انغِّ

 ًِ ٍْ  ثحَِغَتِ مَب ٌتَُّفكَُ عَهَ

"Makelar adalah orang yang menunjukkan barang dagangan 

kepada orang lain dan diberikan upah sesuai kesepakatan."
33

  

 

Para ulama seperti Ibnu Qudamah membolehkan sistem ini 

selama komisinya disepakati di awal dan tidak ada unsur penipuan 

atau ketidakjelasan
34

. 

                                                           
31

 Ibid,. hlm. 749 
32

 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 2003), hlm. 214.  
33

 Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibni Majah, jilid 3 (Beirut: Dar al-Risalah al-

‗Alamiyyah, 2009), hlm. 73 
34

 Ibnu Hajar al-Haitami,....... hlm. 287.  
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b. Agen dan Broker dalam Pasar Modal 

Dalam pasar modal, broker saham berfungsi sebagai perantara 

antara investor dan pasar saham. Mereka memperoleh komisi 

berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh klien. Sistem ini 

mirip dengan konsep wakalah bi al-ujrah (ٔكبنخ ثبلأجشح), yaitu 

perwakilan yang diberikan upah berdasarkan jasa yang dilakukan
35

. 

Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyatakan bahwa perantara 

yang bekerja dengan sistem komisi diperbolehkan, asalkan tidak 

mengandung unsur penipuan atau riba
36

. 

c. Afiliasi dan Pemasaran Digital 

Dalam dunia digital, sistem pemasaran afiliasi menjadi model 

bisnis yang berkembang pesat. Dalam sistem ini, seseorang atau 

perusahaan mendapat komisi berdasarkan jumlah produk atau layanan 

yang berhasil mereka pasarkan melalui referensi atau tautan khusus. 

Sistem ini sejalan dengan konsep ju'alah (انجعبنخ), yaitu pemberian 

imbalan atas suatu pekerjaan yang hasilnya tidak dijamin di awal
37

. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: 

ًِ صَعٍِمٌ  أوَبَ ثِ ََ ًِ حِمْمُ ثعٍَِشٍ  نمَِهْ جَبءَ ثِ ََ 

"Dan siapa yang menemukannya akan mendapatkan satu beban 

unta, dan aku menjamin hal itu."
38

  

                                                           
35

 Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, (Beirut: Dar al-Wafa, 1991), hlm. 180.  
36

 Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 

298. 
37

 Ibid 
38

 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ( Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2019 ), hlm. 

244 
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Dalam konteks ekonomi digital, sistem afiliasi ini telah 

menjadi praktik umum yang digunakan oleh perusahaan besar seperti 

Amazon, Shopee, dan berbagai perusahaan e-commerce lainnya. 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Konsep Upah Makelar dalam Perspektif Islam 

Pembahasan mengenai upah makelar dalam Islam erat kaitannya 

dengan konsep simsarah ( ُغَبسَح ًْ  yaitu peran seorang perantara dalam ,(انغِّ

transaksi jual beli. Dalam fikih Islam,  makelar diperbolehkan selama 

memenuhi ketentuan akad yang sah, yaitu adanya ridha dari kedua belah 

pihak, kejelasan upah yang disepakati, dan tidak adanya unsur gharar 

(ketidakjelasan) atau riba. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leny Shyntia dalam 

skripsinya berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Makelar Bus, 

makelar merupakan praktik yang lazim terjadi di berbagai sektor, 

termasuk dalam jasa transportasi. Studi tersebut menemukan bahwa 

sistem permakelaran di beberapa tempat tidak selalu berjalan sesuai 

dengan prinsip syariah, terutama jika makelar meminta upah secara paksa 

atau melakukan praktik yang tidak jujur. 

Sementara itu, kajian dari jurnal Nukhbatul ‗Ulum menyoroti 

bahwa dalam Islam, praktik upah berbasis persentase dapat dikategorikan 

dalam ujrah (upah sah) atau ju‘alah (upah berbasis hasil), tergantung pada 

mekanisme yang digunakan. Namun, sistem yang mengandung unsur 
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eksploitasi atau pemaksaan dianggap bertentangan dengan prinsip 

keadilan dalam Islam. 

2. Upah Berbasis Persentase dalam Fikih Muamalah 

Pembahasan mengenai sistem upah berbasis persentase dalam fikih 

Islam banyak dikaji oleh para ulama. Mazhab Syafi‘i dan Hanbali, 

misalnya, membolehkan sistem ini selama ada kejelasan mengenai jumlah 

upah yang diterima serta kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Menurut penelitian dalam jurnal Jurnal Studi Islam dan Sosial, upah 

berbasis persentase dapat menjadi masalah jika terdapat unsur gharar. 

Contohnya, dalam sistem broker atau agen properti, jika jumlah komisi 

tidak ditetapkan secara jelas di awal, maka dapat menimbulkan 

ketidakpastian dan ketidakadilan. 

Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj juga menegaskan 

bahwa pemberian upah makelar berdasarkan persentase diperbolehkan 

jika telah disepakati sejak awal dan tidak menimbulkan eksploitasi. 

Namun, jika makelar mendapatkan keuntungan berlebihan tanpa usaha 

yang sebanding, maka dapat menjadi bentuk pengambilan manfaat yang 

tidak adil, yang berpotensi mengarah kepada riba. 

3. Relevansi Upah Makelar dengan Praktik Ekonomi Modern 

Dalam ekonomi modern, konsep upah makelar banyak diterapkan 

dalam berbagai sektor, seperti perdagangan properti, pasar modal, hingga 

pemasaran digital. Sistem ini mirip dengan konsep wakalah bi al-ujrah 
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dalam fikih Islam, yang membolehkan seseorang menerima imbalan atas 

jasa yang diberikan selama memenuhi syarat kejelasan akad. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Rofik dalam jurnalnya 

menyebutkan bahwa praktik makelar dalam ekonomi modern dapat 

dikategorikan menjadi dua: halal dan haram. Makelar yang dilakukan 

secara transparan dan memenuhi prinsip syariah adalah halal, sementara 

Makelar yang mengandung unsur spekulasi, gharar, atau eksploitasi 

termasuk dalam kategori yang dilarang. 

Kajian dalam skripsi Leny Shyntia juga menguatkan bahwa dalam 

konteks ekonomi digital, sistem afiliasi dan perantara bisnis berbasis 

komisi memiliki relevansi yang kuat dengan konsep upah dalam Islam. 

Namun, tetap harus diperhatikan aspek transparansi dan keadilan agar 

tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi keuntungan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian prrbandingan (Komparatif) 

dengan dengan cara tinjauan pustaka (library research). Penelitian kualitatif 

dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 

perbedaan pandangan antara Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti tentang upah 

makelar dengan persentase. Pendekatan komparatif digunakan untuk 

menganalisis perbandingan pandangan kedua Imam mengenai masalah ini, 

serta relevansinya dalam masyarakat Indonesia.
39

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif, normatif dan 

filosofis. Pendekatan studi komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam 

Al-Nawawi dan Al-Buhuti dengan memakai metode yang berlaku dalam studi 

komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis upah makelar 

dengan persentase., yakni Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti, dengan meneliti 

teks-teks fiqih yang relevan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali 

pemikiran kedua Imam dan untuk memahami implikasi pemikiran mereka 

dalam konteks kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia.
40

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

                                                           
39

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31  
40

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), h. 129 
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1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap 

kitab-kitab klasik yang merupakan referensi utama dalam fiqih Islam. 

Kitab-kitab yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian 

ini antara lain: 

a. Majmu‟ Sarh Al-Muhazzab   

Kitab Majmu‟ Sarh Al-Muhazzab karya Imam Al-Nawawi ini 

adalah kitab syarḥ (penjelasan) dan analisis fikih mazhab Syafi‘i yang 

mendalam dan sistematis. Kitab ini merupakan penjelasan atas kitab 

al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq al-Syirazi, salah satu matan fikih 

klasik yang banyak dipelajari dalam mazhab Syafi‘i. Dalam karyanya 

ini, Imam al-Nawawi tidak hanya menjelaskan isi teks, tetapi juga 

menambahkan catatan kritis, membandingkan berbagai pendapat 

dalam mazhab Syafi‘i, serta menguatkan satu pendapat yang 

dinilainya lebih rajih. Kitab ini menjadi salah satu rujukan utama 

dalam pembahasan fiqih, terutama dalam bab ibadah dan muamalah, 

meskipun belum disempurnakan seluruhnya karena wafatnya al-

Nawawi sebelum menyelesaikannya. 

b. Kasysyaf Al-Qina‟i An Matni Al-Iqna‟  

Kitab Kasysyaf Al-Qina‟i An Matni Al-Iqna‟ karya Imam Al-

buhuti adalah adalah kitab syarḥ (penjelasan) terhadap kitab al-Iqnā„, 

karya al-Ḥajjawi, yang merupakan salah satu matan fikih penting 

dalam mazhab Hanbali. Kitab ini disusun oleh Imam Manshūr bin 
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Yūnus al-Buhuti, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Hanbali 

abad ke-11 H. Kitab ini dianggap sebagai salah satu karya 

ensiklopedis dalam mazhab Hanbali karena memuat penjelasan yang 

detail, penguatan pendapat rajih, serta membandingkan berbagai 

pandangan di kalangan Hanabilah. Kashshāf al-Qinā„ menjadi rujukan 

utama dalam studi fikih Hanbali, khususnya di wilayah Najd dan 

kawasan sekitarnya, hingga hari ini. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian 

terhadap literatur dan buku-buku yang membahas konsep dan hukum 

makelar dalam akad jual beli menurut Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti, 

khususnya yang membahas perbandingan pandangan antara dua Imam 

tentunya, yakni Imam al-Nawawi (mazhab Syafii) dan Imam al-Buhuti 

(Hanbali).  

Buku-buku ini berfungsi sebagai referensi untuk memperdalam 

pemahaman tentang perbedaan pandangan kedua Imam tersebut. 

Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder antara lain: 

a. Fiqih Muamalah Kontemporer oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili 

Buku ini membahas berbagai bentuk transaksi modern, 

termasuk konsep wakalah, simsar (makelar/calo), dan upah dalam 

akad. Sangat berguna untuk memahami posisi fiqih terhadap sistem 

upah berbasis persentase. 

b. Al-Fiqh ‗ala al-Mazahib al-Arba‗ah oleh ‗Abd al-Rahman al-Jaziri 
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Buku ini menyajikan perbandingan mazhab secara sistematis, 

termasuk pada bab-bab muamalah seperti ijarah, wakalah, dan 

simsarah. 

c. Perbandingan Madzhab dalam Masalah Muamalah oleh Prof. Dr. 

Amir Syarifuddin 

Referensi kontemporer berbahasa Indonesia yang membahas 

perbandingan pandangan empat mazhab dalam berbagai bentuk akad, 

termasuk akad jasa dan upah. 

Selain itu, artikel jurnal dan tesis sebelumnya yang relevan juga 

digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman 

terhadap topik penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Selain itu, artikel jurnal dan tesis sebelumnya yang relevan juga 

digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman 

terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan metode studi pustaka (library research).
41

 Langkah-langkah 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Kajian terhadap Kitab-kitab Fiqih 

Penelitian ini dimulai dengan membaca dan menelaah kitab-kitab 

klasik yang menjadi rujukan utama dalam mazhab masing-masing, seperti 

al-Majmū„ Syarḥ al-Muhadzdzab karya Imam al-Nawawi dari mazhab 

Syafi‗i, dan Kashshāf al-Qinā„ „an Matn al-Iqnā„ karya Imam Manshūr al-

                                                           
41

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h.208 
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Buhūtī dari mazhab Hanbali. Kajian terhadap kedua kitab ini dilakukan 

secara cermat untuk menggali pandangan masing-masing mazhab 

mengenai konsep dan hukum upah makelar dengan persentase dalam akad 

jual beli. Pemilihan dua kitab ini didasarkan atas otoritas dan kedudukan 

tinggi keduanya dalam mewakili metodologi istinbāṭ hukum dalam 

masing-masing mazhab. 

2. Kajian terhadap Buku dan Artikel Jurnal 

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan dan menelaah buku-buku 

serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, terutama 

yang membahas hukum upah dalam Islam dan perbandingan antara Imam 

al-Nawawi dari Madzhab Syafi‘i dan Imam al-Buhuti dari Madzhab 

Hanbali terkait  upah makelar dengan persentase. 

3. Dokumentasi dan Katalogisasi 

Semua data yang diperoleh dari kitab-kitab, buku, dan artikel jurnal 

kemudian dikatalogkan dan disusun untuk mempermudah analisis lebih 

lanjut. 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis komparatif dan analisis deskriptif
42

. Berikut 

adalah langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data: 

1. Analisis Komparatif 

                                                           
42

 Sumanto, Teori dan Metode Penelitian, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing 

Service, 2014), h. 207  
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Dalam analisis komparatif ini, peneliti membandingkan 

pandangan-pandangan Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti terkait upah 

makelar dengan  persentase. Perbandingan ini mencakup dasar hukum 

yang digunakan oleh masing-masing imam, prinsip-prinsip fiqih yang 

melandasi pendapat mereka, serta aplikasi praktis dari pandangan tersebut 

dalam konteks transaksi jasa permakelaran. 

2. Analisis Deskriptif 

Setelah itu, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

secara rinci perbedaan pandangan antara Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti 

mengenai upah makelar berbasis persentase, serta bagaimana 

penerapannya dalam masyarakat Indonesia. Analisis ini juga mencakup 

relevansi pandangan-pandangan tersebut dalam konteks praktik 

muamalah kontemporer, khususnya dalam sistem jasa perantara yang 

marak di era modern. 

F. Validasi Data 

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan beberapa 

langkah verifikasi data, antara lain: 

1. Cross-checking sumber 

Peneliti memeriksa kesesuaian dan konsistensi antara sumber-

sumber data primer dan sekunder yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa interpretasi yang diambil dari kitab-kitab fiqih sesuai 

dengan pandangan yang benar dari masing-masing Imam. 

2. Triangulasi sumber 
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Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda, 

seperti kitab-kitab fiqih, buku, dan artikel jurnal, untuk memastikan bahwa 

data yang digunakan memiliki kualitas yang dapat dipercaya.
43

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab 

sebagai berikut: 

Bab Pertama membahas pendahuluan yang mencakup: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab Kedua menyajikan kajian teori yang berisi: pengertian Makelar 

(simsār), bentuk dan praktik makelar dalam jual beli, dasar-dasar hukum fikih 

terkait makelar (simsarah), serta ketentuan upah dalam akad menurut 

perspektif fikih Islam, khususnya dalam mazhab Syafi‗i dan Hanbali. 

Bab Ketiga menguraikan metode penelitian, termasuk jenis dan 

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan sistematika penulisan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab Keempat merupakan pembahasan utama, yang mencakup: 

biografi singkat Imam al-Nawawi dan Imam al-Buhuti, analisis pendapat 

keduanya mengenai upah makelar dengan persentase, metode istinbāṭ hukum 

yang digunakan oleh masing-masing ulama, serta studi komparatif antara 

Imam Al-Nawawi i dan Imam al-Buhuti dalam isu tersebut.. 

                                                           
43

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), h. 129  
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Bab Kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan studi fikih dan penelitian 

lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

1. Konsep dan hukum makelar dalam akad jual beli: 

a. Imam al-Nawawi : Makelar boleh berperan dalam jual beli, tetapi 

akad hanya sah jika ada ijab-qabul yang jelas dan langsung atau 

melalui wakil resmi. Upah makelar tidak boleh berbasis persentase 

karena dianggap mengandung ketidakjelasan (gharar). 

b. Imam al-Buhuti : Makelar boleh terlibat dalam jual beli sebagai wakil 

atau pekerja. Akad dan upahnya sah termasuk sistem persentase, 

asalkan sudah dijelaskan sejak awal dan tidak ada unsur 

ketidakjelasan. 

2. Relevansi dalam praktik jual beli modern: 

Pandangan Imam al-Nawawi lebih berhati-hati dan kurang sesuai 

untuk sistem komisi modern yang berbasis persentase. Pandangan Imam 

al-Buhuti lebih fleksibel dan lebih relevan dengan praktik jual beli saat 

ini, seperti broker, afiliasi, dan e-commerce, selama tetap memperhatikan 

kejelasan dan keadilan dalam perjanjian. 

B. Saran  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga bagi 

khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum upah makelar 

berdasarkan persentase. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membuka cakrawala baru bagi para peneliti dan akademisi untuk 
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menggali lebih dalam dan mengembangkan kajian yang sejenis di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, sangat disarankan agar penelitian lanjutan 

dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, baik dari sisi 

teori maupun praktik, guna memperkaya pemahaman serta penerapan hukum 

upah makelar berdasarkan persentase dalam konteks kontemporer.  

Semoga penelitian ini dapat menjadi pijakan awal yang mendorong 

lahirnya studi-studi serupa yang lebih komprehensif dan inovatif sehingga 

dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

penerapan hukum di masyarakat.ahli fiqh dalam masalah upah makelar 

berdasarkan persentase. 
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